Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 738/PL.02.5-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

as

i

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan/atau Wakil Walikota, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan/atau Wakil Walikota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan
Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksanaan Audit Dana
Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang,
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independent Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
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Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 980);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1067);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
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Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020,
sebagaimana diubah dengan  Keputusan  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 41/PP.01.2-
Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 30/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang
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Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blora Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten  Blora Nomor 31/PP.01.2-
Kpt/3316/KPU-Kab/1X/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 43/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blora Lanjutan Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 63/PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun
2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 64 /PL.02.3/Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2020 tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun
2020.

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, tanggal

30 November 2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLORA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
(KAP) PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020
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KESATU . Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksanaan Audit
Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah untuk melakukan
audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 30 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya MOHAMAD KHAMDUN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 738/PL.02.5-Kpt/3316 /KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2020

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

NO NAMA PASLON KAP AP KET
1 Dra. Dwi Astutiningsih Wartono Dan Wartono Dan
Riza Yudha Prasetia, S.Hut. Rekan Rekan
Kumalahadi, Kumalahadi,
5 H. Arief Rohman, M.Si Kuncara, Sugeng Kuncara, Sugeng
Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M. Pamudji Dan Pamudji Dan
Rekan Rekan
3 Dra. Hj. Umi Kulsum Bayudi, Yohana, Bayudi, Yohana,
Agus Sugiyanto, S.E. Suzy, Arie Suzy, Arie

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUPATEN BLORA
agian Hukum,

-~ ~

HYA NUSANTARA
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